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ABSTRAK

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI 111
WILAYAH PALEMBANG

FATYA ARTHA MEL ANIE
502020208

Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia yaitu
dapat dilihat dari satwa yang ada, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi
oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya terdapat satwa yang dilindungi oleh
pemerintah diperjualbelikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab guna
menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari
tindakannya tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah:

1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang
dilindungi dan

2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa
yang dilindungi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu pendekatan
secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil yang
benar dan objektif. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu
tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem
makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang
dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam
serta keseimbangan Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi
terdapat pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban
yang dikenakan kepada pelaku tersebut yang telah terbukti melakukan perdagangan
satwa yang dilindungi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Perdagangan llegal Satwa Liar yang Dilindungi,
Pertanggungjawaban pidana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman
hayati terbesar di dunia. Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan
alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing - masing
maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk
lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur - unsur
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling
mempengaruhi antara satu denganyang lainnya, sehingga kerusakan atau
gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu
ekosistem.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi
praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Pemburuan dan perdagangan
satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia,
selain perubahan fungsi lahan dan hutan.? Satwa yang dilindungi adalah jenis
satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat
perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat

dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang

! Riki llhamsyah Diningrat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan
Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, melalui
https://www.neliti.com/id/publications/209862/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-
perdagangan-satwa-liar-yang-dilindungi-me#id-section-title, diakses tanggal 18 Oktober 2023

Z Lathifah Hanim dkk, 2020. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi
Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. Seminar Nasional Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat. Semarang, halaman 162


http://www.neliti.com/id/publications/209862/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-

dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta
diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari
kepunahan.®

Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak
menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta
ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia.”

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat mereka
menangkap dan menjual kepada seorang yang berkeinginan memiliki satwa atau
bagian tubuh satwa dilindungi tersebut yang akan memberikan keuntungan yang
besar bagi dirinya sehingga manusia tak perduli apapun dilakukan olehnya dan
juga tidak perduli apakah hewan tersebut sedang dalam kepunahan atau tidak.”

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah kejahatan yang sudah
terorganisir dengan rapi yang mempunyai jaringan yang luas dan bertenaga dan
menggunakan modus kepemilikan yang kuat serta pemeliharaan juga
penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang, dalam beberapa kasus
perdagangan satwa liar illegal dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki

izin resmi.®

® Rudika Zulkumardan. 2017. “Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi
Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya”, melalui https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5806,
diakses tanggal 19 Oktober 2023

*1bid., halaman 45

® Hizkia Bangun. Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang
Dilindungi Di Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Skripsi. Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Univsersitas Medan Area, halaman 4

® Tri Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan
llegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda



Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran
yang menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang
ini untuk memiliki dan/atau memelihara satwa-satwa liar tersebut dapat dengan
cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang
dilindungi, serta dengan cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu itu
kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk
dijadikan pajangan atau hiasan hanya demi kesenangan dan kepuasan bagi yang
memilikinya. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat akhir-akhir ini,
selain ekspor satwa liar hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis reptilia mencapai
puluhan ribu lembar.

Penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah
kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga kelestarian
alam dan keseimbangan ekosistem, Faktor ekonomi menjadi faktor penting yang
mempengaruhi berlanjutnya kejahatan tersebut karena mudahnya mendapat
penghasilan tanpa menunggu waktu yang lama. Hal ini senada dengan penelitian
Ferna Lukmia Sutra yang mengatakan bahwa meningkatnya kejahatan satwa liar
karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, permintaan pasar yang
tinggi, dan pelaku memiliki jaringan nasional dan internasional.’

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan seksi 11l wilayah Palembang merupakan unit pelaksana teknis di

bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang

Riau, melalui https://www.neliti.com/id/  publications/183416/pertanggungjawaban-pidana-
terhadap-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-ilegal-satwa, diakses tanggal 19 Oktober 2023

" Ferna Lukmia Sutra. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang
Berimplikasi Tindak Pidana Pencurian Uang. Media luris VVol.3 No. 3, halaman 319


http://www.neliti.com/id/

bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada
Dirjen Gakkum LHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan
penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan
hidup dan kehutanan.? Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur
perlindungan terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang
berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya
hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA
(Sumber Daya Alam) hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang
sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya.’
Indonesia memiliki ribuan spesies hewan, termasuk burung di seluruh
Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Indonesia memiliki banyak hutan yang
merupakan surga berbagai hewan termasuk burung. Sekitar 17% dari seluruh
hewan di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia unggul di urutan pertama dalam
hal kelimpahan mamalia (515 spesies) serta habitat 1.539 spesies burung.*®
Namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui
apa saja aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang

dilindungi dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun

8 «“Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”,
melalui https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt, diakses tanggal 18 Oktober 2023

® Hizkia Bangun, Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang
Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatera Utara, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Univsersitas Medan Area, halaman 5

19°M Hajir Susanto dkk.”Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum
Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya”, melalui
http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index, diakses tanggal 19 Oktober


http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index

ditangkap dan diperdagangkan secara sembarangan tanpa izin. Dengan adanya
upaya yang dilakukan masyarakat tidak bertanggung jawab seperti menangkap
dan perdagangkan satwa liar maka diberlakukan tindak pidana kepada pelaku
kejahatan satwa liar.

Tindak pidana sendiri adalah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaarfeit. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana
atau dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah
resmi dalam Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict,
yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan
pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.*!

Menurut Sudarso, delict adalah perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.’? Adapula
yang berpendapat bahwa delict sama pengertiannya dengan peristiwa pidana,
seperti yang dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut: Peristiwa pidana ialah
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan
undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
pemidanaan.™

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi
dalam penelitian ini adalah dimana pelaku telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut dan

1 Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung:
Gresco, halaman 55

12 Sudarsono. 2007. Kamus Hukum Cetakan kelima. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92

3 Rusli Efendi. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan
dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, halaman 63



memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa Burung
serindit melayu (Loriculus galgulus) yang merupakan satwa liar dilidungi. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tanaman dan Satwa
Yang dilindungi.**

Kemudian penelitian dari Kevin Alrino Damara mengatakan Tercatat
66 spesies burung yang diperdagangkan di Kota Bandar Lampung dari 30 famili,
15 spesies diantara merupakan burung yang dilindungi menurut Permen LHK No.
106 Tahun 2018. Berdasarkan status konservasi IUCN, 50 spesies burung
berstatus LC, 10 spesies burung berstatus NT, 1 spesies burung berstatus VU, 4
spesies burung berstatus EN dan 1 spesies berstatus CR. Berdasarkan status
perdagangan CITES, 1 spesies burung kategori Al 2 spesies burung kategori
AllLP

Menurut Husodo, ada berbagai alasan yang mendasari suatu jenis
burung digolongkan kedalam kategori dilindungi, biasanya dikarenakan oleh
populasi yang kecil, penurunan individu di alam secara signifikan, atau memiliki
daerah penyebaran yang terbatas.'®

Burung serindit melayu merupakan burung berparuh berparuh bengkok

berukuran kecil dan satu-satunya anggota genus Loriculus (serindit) yang

Y«perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi”,
melalui  https://ksdajateng.id/home/daftar-pengumuman/blog?id=2020-01-13-p106-tentang-jenis-
tumbuhan-dan-satwa-yang-dilindungi, diakses tanggal 19 Oktober 2023

> Kevin Alrino Damara. 2022. Status Perlindungan Burung Yang Diperdagangkan (Studi
Kasus Di Kota Bandar Lampung). Jurnal Belantara. Volume 5, No. 2. DOI:10.29303/jbl.v5i2.896,
halaman 228

' Husodo. 2017. Penggunaan kanopi hutan oleh berbagai species burung di Zona
Montana Hutan Tropis, Cagar Alam Gunung Tilu, Jawa Barat, Indonesia. Biodiversitas, Volume
18, halaman 453-457



mendiami pulau Sumatera dan Kalimantan. Panjang tubuhnya hanya sekitar 12
cm dan berat 28 gram. Bulu pada tubuh dan sayap berwarna hijau muda dan tua
dengan tunggir dan ekor berwarna merah. Pada mahkotanya terdapat bercak
berwarna biru sedangkan pada sekitar mantel terdapat bercak berwarna keemasan.
Paruh berwarna hitam, mata coklat gelap, iris coklat, dan kaki jingga atau coklat.
Burung betina serupa dengan burung jantan hanya saja warna bulunya lebih
kusam dan tidak terdapat bercak merah pada tenggorokannya.’

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya sudah
mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 10
KUHP yang mengatakan bahwa jenis pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana

kurungan, pidana denda, pidana tutupan

2. Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu,

perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam pengaturan tersebut dapat disimpangi oleh undang-undang
pidana khusus selama diatur oleh undang-undang pidana khusus tersebut.
Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa
yang dilindungi ini pada dasarnya sudah diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai

ketentuan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap

" Maulana Khalid Riefani. 2016. Burung Paruh Bengkok Yang Diperdagangkan Di
Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Jilid 3: 880-883. Banjarmasin: Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, halaman 881



ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga sanksi pidana

yang dapat dikenakan bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu pidana penjara, pidana

kurungan dan pidana denda.*®

Ketentuan undang-undang ini melarang dengan tegas praktik perburuan,

kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Larangan melakukan perburuan,

kepemilikan dan perdagangan satwa langka sebagaimana diatur dalam Pasal 21

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Eksosistemnya (selanjutnya disebut UU No0.5/1990 tentang

KSDAE), menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1.

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup;

Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke
tempat lain di dalamatau di luar Indonesia;

Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari
bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.*®

18 Ali, Mahrus & Elvany, Ayu lzza. (2014). Hukum Pidana Lingkungan Sistem

Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. Yogyakarta: UllPress, halaman 91



Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2) UU No0.5/1990 tentang KSDAE,
menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan
denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU
N0.5/1990 tentang KSDAE, perbuatan melakukan perburuan, kepemilikan dan
perdagangan satwa langka termasuk dalam kategori perbuatan pidana atau tindak
pidana, yang diancam dengan sanksi pidana.?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN SEKSI 111 WILAYAH PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana

perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan

19 |stanto. 2015. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan, halaman 290

% bid., halaman 297

2! |bid., halaman 297
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Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi 111 Wilayah
Palembang?

Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap
perdagangan satwa liar yang dilindugi di Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi I11 Wilayah

Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini terbatas, hanya berfokus pada penelitian

hukum pidana yang berkaitan dengan:

1.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar dan
pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perdagangan satwa
liar yang dilindungi.

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi 111 Wilayah
Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tindakan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya penegakan hukum
pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap

tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.



3.

11

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum tindak
pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa
liar yang dilindungi di Balai Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, sehingga bermanfaat bagi pembelajaran mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1.

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani,
mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak
berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan
terselesaikan.?

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana,
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan
hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu
bertanggung jawab.?

Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau
jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan

pemaksaan.®*

22 «perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia”, melalui

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia, diakses
tanggal 19 Oktober 2023

53

2 Erdianto. 2010. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru: Graha Unri Press, halaman

2 «perdagangan”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses tanggal

19 Oktober 2023


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan%20satwa%20liar%20yang%20dilindungi%20di%20Indonesia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
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4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan
atau di udara yang masih mempunyai sifat -sifat liar, baik yang hidup
bebas maupun yang dipelihara manusia.

5. llegal adalah suatu perbuatan yang tidak sah dilakukan oleh seseorang
menurut perundang-undangan dan hukum.?

6. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap
pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan
keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya
menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana
kepada pembuatnya. 2

7. Tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan suatu tindakan
perdagangan illegal yang dalam Undang-Undang konservasi Hayati
digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dari KBBI
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata
memperdagangkan; memperjualbelikan yang diartikan adalah menjual

dan membeli sesuatu.?’

B]legal Firma Hukum Konspirasi Keadilan”, melalui
https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807, diakses tanggal 19 Oktober 2023

% Fdlian, Aryo. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.
Jurnal Hukum Positum. 5, (2). halaman 13

27 Abdullah, Said. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan
Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Jambi (Analisis Kasus NO.644/PID.SUS/PN.JMB). Legalitas: Jurnal Hukum. 8, (2). halaman 53-
54
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8. Pelaku Tindak Pidana adalah seorang atau orang yang menyuruh
seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah di
tetapkan dalam hukum Pidana.?®

9. Penegakan Hukum Pidana, merupakan salah satu bentuk dari upaya
penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk

penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.2®

E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian

ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian secara
yuridis-empiris.

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis
empiris merupakan metode ‘“penelitian hukum yang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat
atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di
masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data
penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.*

% Lamitang. 2019. Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 5-6

2 Ariyanti, Vivi. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia. Jurnal Yudiris. 6, (2). halaman 37

% Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 16
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu
pendekatan secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh
suatu hasil yang benar dan objektif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi

I11 wilayah Palembang yang pernah menangani kasus yang diteliti penulis.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini
ialah:

Data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung
melalui responden di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Seksi 111 Wilayah Palembang mengenai hal- hal yang
bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku ilmiah, hasil penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHAP), Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya

Alam dan Ekosistemnya.**

3. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data, seperti:
a. Studi Pustaka (Library Research)
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal

¥ Khudzaifah Dimyati. 2016. Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah).
Surakarta. Sekolah Pascasarjana Program Magister IImu Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta. halaman 8-9
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yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-
undangan, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan
materi pembahasan.*
b. Studi lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi
lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan
narasumber. Studi lapangan dilakukan di wilayah Hukum Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Palembang.*®

4. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
dilakukan secara kualitatif diawali dengan tahap pengumpulan data yang

diperoleh melalui wawancara dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

F. Sistematika Penulisan
Penulisan ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun sistematika,
sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

% Adlini, M. N., Dinda, A. H., Dkk. 2022. Metodelogi Penelitian Kualitatif Studi
Pustaka. Edumaspul Jurnal Pendidikan. 6, (1). halaman 2

*Darmalaksana, Wahyudin. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi
Lapangan. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung. halaman 4
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BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memaparkan tinjauan pustaka mengenai Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
tinjauan umum tindak pidana perdagangan satwa liar, dan penegakan
hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang
dilindungi.

BAB 11l : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan tentang hasil penelitian yang
secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap
perdagangan satwa liar yang dilindungi dan penegakan hukum pidana di
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang
dilindungi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup dari pembahasan yang di format dalam bentuk

kesimpulan dan saran.
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